BUPATI TORAJA UTARA

PROWVINSI SULAWES] SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 67/1 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAH[ERA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Mekar Sejahtera secara tertib dan lancar
sesuai ketentuan maka perlu dibentuk Tim Seleksi
Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Mekar Sejahtera;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah
Mekar Sejahtera, maka perlu membentuk Tim Seleksi
Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Mekar Sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka
pembentukan Tim Seleksi Anggota Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Mekar {ejahtera perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang .
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Ui

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pernbentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesii Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 23 Tahuii 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(lLembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran lMegara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah i Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 700);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah  Kabupaten Toraja  Utara
Nomor 61);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah
Mekar Sejahtera (Lembaran Daecrah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Torajin Utara Nomor
107}

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja UUtara Nomor 17
Tahun 2019 tentang Anggaran PFendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2019 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 58 Tahun 2019
tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2019 Normor 58);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Toraja UUtara Nomor 64
Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Seleksi
Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Mekar Sejahtera.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Seleksi Anggota Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera, dengan
susunan tim sebagaimana tercantum cdalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertugas mengadakan prosts penjaringan,
penysaringan, dan pemilihan Anggota 1)irwan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahiira untuk masa
jabatan = 2020-2023 serta melaksanakan  tugas
administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Mekar Sejahtera yang diberikan oleh Bupati
Toraja Utara.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Januari 2020




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA TORAJA UTARA

NCMOR 67/1/2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020
TENTANG

TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH MEKAR SEJAHTERA

TIM SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA

KE
DUDUKAN
NO NAMA UNSUR/JABATAN DALAM
TIM
1. | Brent Litha, SE Direktur [ ltama Ketua
Litha & Co
2. | Prof. Dr. Jonathan Parapak, M.Eng.Sc  Rektor Universitas Anggota
Pelita Haraparn
3. | Hendri Pailang Tandipayung, SE Pengusaha Anggota
4. | Dr. Ir. Willy Sabandar Direktur Utama Anggota
MRT Jakarta
5. | Aloysius Lande, SE LSM Kombongan Anggota
Staf Sekretariat :
1. | Maraya, SE., M.Si Kepala Bagian Staf
Prekonomian Sekretariat
2. | Nety Palin, SH.,MH Kepala Bagian Staf
Hukum Sekretariat
3. | Dra. Kornelia Untung Seru, M.Pd Kepala Bagian Staf
Organisasi Sekretariat
4. | Anugrah Y. Rundupadang, SE.,MM Sekretaris Staf
DISKOMINFO SP Sekretaris
5. | Jaquline R.M Kala’suso, S.IP Kepala Sub Bagian Staf
BUMD dan BIL.UD Sekretariat
6. | Yuliana B. Pasapan, SE Staf Staf
Sekretariat
7. | Marsita Maulana J, S.Pd Staf Staf
Sekretariat
8. | Yunus P. Bangalino Staf Staf
Sekratariat




